SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI GIANYAR,

bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai
aparatur sipil negara merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di Kabupaten
Gianyar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga
perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah—-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8);

. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2022 Nomor 44);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91
Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91
Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 44), diubah sebagai
berikut:

(1) Ketentuan Pasal 2 Diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 2

(1) TPP ASN diberikan setiap bulan kepada Pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan:

a. beban kinerja;
b. kondisi kinerja; dan/atau

c. pertimbangan objektif lainnya.

(3) TPP ASN berdasarkan beban kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada
Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai
percontohan dalam pelaksanaan e- kinerja selain
menerima TPP ASN berdasarkan beban kinerja
dapat juga menerima TPP berdasarkan Kondisi
Kerja.

(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terdiri dari:

a. Inspektorat;

b. Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian
Pengembangan,;

c. Badan Riset dan Inovasi Daerah;

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

e. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah; dan



f. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan.

(6) Pelaksanaan e-Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berdasarkan produktivitas kinerja
60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja 40%
(empat puluh persen).

(7) TPP ASN berdasarkan beban kerja dan
pertimbangan objektif lainnya menggunakan
disiplin kerja.

1. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Pebruari 2022
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 2 Pebruari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
_——KEPALA BAGIAN HUKUM
' ARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

CS=1P, 19731117 199311 1 001



BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI
91 TAHUN 2021
PEMBERIAN
PENGHASILAN
APARATUR  SIPIL

PEGAWAI
NEGARA

NOMOR
TENTANG

TAMBAHAN
KEPADA

APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO.

JABATAN

UNIT KERJA

JENIS JABATAN

KELAS

TPP BEBAN
KERJA

2

3

4

6

Sekda

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Struktural

43.000.000

Asisten
I[,Asisten II,
Asisten III,

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Struktural

14

30.000.000

Sfat Ahli

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Struktural

13

30.000.000

Kabag

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Struktural

12

25.000.000

Jabatan
Struktural

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Struktural

3.000.000

Jabatan
Fungsional

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Fungsional

11

3.250.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Fungsional
ex eselon IV
Jabatan Fungsioanl
ex eseon IV

10

3.150.000

3.000.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Fungsional

2.750.000




NO.

JABATAN

UNIT KERJA

JENIS JABATAN

KELAS

TPP BEBAN
KERJA

2

3

4

6

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Fungsional

2.500.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Fungsional

2.250.000

Jabatan
Pelaksana

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana
(Bendahara)

2.750.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana

2.250.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana
(Pengelola

BMD /Verifikator
Keuangan/Bendahar
a Pengeluaran
Pembantu)

2.250.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana

2.000.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana
(Ajudan dan Sekpri)

2.000.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana

1.800.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana

1.800.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana

1.300.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana

1.300.000

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Jabatan Pelaksana

1.300.000




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 5 6
7 Jabatan Inspektorat Inspektur 14 35.000.000
Struktural | Kabupaten
Gianyar
Inspektorat Sekretaris 12 15.500.000
Kabupaten
Gianyar
Inspektorat Inspektur Pembantu 11 15.000.000
Kabupaten
Gianyar
Inspektorat Kasubag Umum dan 9 4.500.000
Kabupaten Kepgawaian
Gianyar
8 Jabatan Inspektorat JF. Auditor/PPUPD 12 5.500.000
Fungsional | Kabupaten Madya
Gianyar Analis Keuangan 9 4.500.000
Pusat dan Daerah
Ahli Muda
Auditor/PPUPD Muda 10 4.500.000
Auditor/PPUPD 8 4.350.000
Pertama
Auditor Penyelia 9 4.400.000
Auditor Pelaksana 7 4.000.000
Lanjutan
Auditor Pelaksana 6 3.500.000
Analis Tindak Lanjut 7 3.500.000
Hasil Pemeriksaan
9 Jabatan Inspektorat Analis Tindak Lanjut 7 3.500.000
Pelaksana | Kabupaten Hasil Pemeriksaan
Gianyar Bendahara 7 3.500.000
Pelaksana 7 3.000.000
Pelaksana (pengelola 6 3.000.000
BMD)
Jabatan Pelaksana 6 2.500.000
Jabatan Pelaksana S 2.200.000
Jabatan Pelaksana 4 2.200.000
Jabatan Pelaksana 3 2.000.000
Jabatan Pelaksana 2 2.000.000
Jabatan Pelaksana 1 2.000.000
10 Jabatan Badan Kepala Badan 14 30.000.000
Struktural | Perencanaan
Pembangunan
Daerah dan Sekretaris Badan 12 15.000.000
Litbang Kepala Bidang 11 5.000.000




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 5 6
11 Jabatan Badan Kasubag TU 9 3.000.000
Fungsional | Perencanaan
Pembangunan Perencana Ahli Muda 10 3.150.000
Daerah dan
Litbang Perencana Ahli 8 2.500.000
Pertama
Peneliti Ahli Muda 9 3.000.000
Analis Keuangan 9 3.000.000
Pusat dan Daerah
Ahli Muda
12 Jabatan Badan Bendahara/Penyusun 7 2.750.000
Pelaksana | Perencanaan Kebutuhan Barang
Pembangunan Investaris
Daerah dan Pelaksana 7 2.250.000
Litbang
Verifikator/Pengolah 6 2.250.000
Daftar Gaji
Jabatan Pelaksana 2.000.000
S 1.800.000
Jabatan Pelaksana
Badan Jabatan Pelaksana 4 1.800.000
Perencanaan
Pembangunan Jabatan Pelaksana 3 1.300.000
Daerah dan
Litbang Jabatan Pelaksana 2 1.300.000
Jabatan Pelaksana 1 1.300.000
13 Jabatan Brida Kepala Badan 14 30.000.000
Struktural
Sekretaris Badan 12 15.000.000
Kepala Bidang 11 5.000.000
Brid
e Kasubag TU 9 3.000.000
Perencana Ahli 10 3.150.000
Muda;Analis
14 Jabatan Kebijakan Ahli Muda
Fungsional
Perencana Ahli 8 2.500.000
Pertama
Peneliti Ahli Muda 9 3.000.000
Analis Keuangan 9 3.000.000
Brida Pusat dan Daerah
Ahli Muda
Bendahara/Penyusun 7 2.750.000
Kebutuhan Barang
Investaris
Pelaksana 7 2.250.000
Verifikator /Pengolah §) 2.250.000

Daftar Gaji




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 5 6
Jabatan Pelaksana 6 2.000.000
Brida
5 1.800.000
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana 4 1.800.000
Jabatan
15 Pelaksana Jabatan Pelaksana 3 1.300.000
Jabatan Pelaksana 2 1.300.000
Jabatan Pelaksana 1 1.300.000
Jabatan Dinas Kepala Dinas 14 30.000.000
16
Struktural Penanaman
Modal dan Sekretaris Dinas 12 15.000.000
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu Kasubag TU 9 3.000.000
17 Jabatan Dinas Jabatan Fungsional 11 3.250.000
Fungsional | Penanaman (Ex. Es. III)
Modal dan Perencana Ahli Muda; 10 3.150.000
Pelayanan Analis Kebijakan Ahli
Terpadu Satu Muda
Pintu Analis Keuangan 9 3.000.000
Pusat dan Daerah
Ahli Muda
Jabatan Fungsional 8 2.750.000
Jabatan Dinas Bendahara 7 2.750.000
18
Pelaksana Penanaman
Modal dan Pelaksana 7 2.000.000
Pelayanan .
Terpadu Satu Verifikator 6 2.250.000
Pintu Pelaksana 6 2.000.000
Pelaksana 5 1.800.000
Pelaksana 4 1.800.000
Pelaksana 3 1.300.000
Pelaksana 2 1.300.000
Pelaksana 1 1.300.000
Jabatan Satpol PP Kasatpol PP 14 30.000.000
19 Struktural
Satpol PP Sekretaris Satpol PP 12 15.000.000
Kepala Bidang 11 5.000.000




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 5 6
Kasubag TU; 9 3.000.000
Kasubid; kasubag
20 Jabatan Satpol PP Polisi Pamong Praja 9 3.000.000
Fungsional Ahli Muda
Jabatan Satpol PP Bendahara 7 2.750.000
Pelaksana
Satpol PP Verifikator /Pengelola 6 2.250.000
21 BMD
Pelaksana 6 2.000.000
Pelaksana S 1.800.000
Jabatan Pelaksana 4 1.800.000
Pelaksana
Pelaksana 3 1.300.000
Pelaksana 2 1.300.000
Pelaksana 1 1.300.000
Bagian Kabag 12 25.000.000
Pengadaan
22 Jabatan Barang/ \.Iasa
Sekretariat
Struktural
Daerah
Kabupaten
Gianyar
Bagian JFT Madya 12 3.250.000
Pengadaan
Barang/Jasa
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
23 Jabatan Gianyar
Fungsional | Bagian Analis Kebijakan Ahli 10 3.150.000
Pengadaan Muda
Barang/Jasa JFT Muda 10 2.750.000
Sekretariat
Daerah JFT Pertama 8 2.500.000
Kabupaten
Gianyar
Bagian Pelaksana 7 2.250.000
Pengadaan
Barang/Jasa Pokja 6 2.250.000
Sekretariat
Daerah Pelaksana (BMD) 6 2.250.000
Kabupaten
24| Pelaksana | o nyar Pelaksana 6 2.000.000
Jabatan Pelaksana S 1.800.000
Jabatan Pelaksana 4 1.800.000




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 5 6
Jabatan Pelaksana 3 1.300.000
Jabatan Pelaksana 2 1.300.000
Jabatan Pelaksana 1 1.300.000
19 Jabatan Badan/Dinas/Se | Kepala 14 30.000.000
Struktural | t DPRD/Satpol Badan/Dinas/Sekret
PP/RSUD aris DPRD /Kasatpol
Sanjiwani PP/Direktur RSUD
Sanjiwani
UPTD Rumah Direktur RS 12 25.000.000
Sakit Umum Payangan
Payangan
Badan/Dinas/Sa | Sekretaris 12 15.000.000
tpol PP/RSUD Badan/Sekretaris
Sanjiwani/ /Set Dinas/Sekretaris
DPRD Satpol PP/Wadir
RSUD
Sanjiwani/Kabag Set
DPRD
Badan/Dinas/Se | Kabag TU RSU 11 5.000.000
t DPRD/Satpol Payangan/Kepala
PP/RSUD Bidang
Sanjiwani/RSU Kasubag/Kasubid/Ka 9 3.000.000
Payangan si
UPTD Jabatan Struktural 8 3.000.000
(Kepala UPTD)
UPTD Jabatan Struktural 8 2.500.000
(Kasubag TU UPT)
20 Jabatan Badan/Dinas/Se | Jabatan Fungsional 12 3.300.000
Funl%smnal t DPRD/Satpol Ahli Utama
on
N(ak es) PP/RSUD Jabatan Fungsional 11 3.250.000
Sanjiwani/RSU Ahli Madya
Payangan/UPTD | Jabatan Fungsional 10 3.150.000
Ahli Muda (Ex.
Esellon IV)
Jabatan Fungsional 9 3.000.000
Ahli Muda(Ex. Esellon
IV)
Jabatan Fungsional 9 2.750.000
Ahli Muda
Jabatan Fungsional 8 2.500.000

Ahli
Pertama /Penyelia




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 5 6
Jabatan Fungsional 7 2.250.000
Mahir/Pelaksana
Lanjutan
Jabatan Fungsional 6 2.000.000
Terampil (Pelaksana)
/ Pemula
21 Jabatan Badan/Dinas/Se | Jabatan Pelaksana 7 2.750.000
Pelaksana |  pprRD/Satpol (Bendahara/Penyusu
PP/RSUD n/Pengurus Barang
Sanjiwani/RSU Pengguna)
Payangan/UPTD Jabatan Pelaksana 7 2.250.000
Jabatan Pelaksana 2.250.000
(Verifikator, Pengelola
BMD)
Jabatan Pelaksana 6 2.000.000
Jabatan Pelaksana S 1.800.000
Jabatan Pelaksana 4 1.800.000
Jabatan Pelaksana 3 1.300.000
Jabatan Pelaksana 2 1.300.000
Jabatan Pelaksana 1 1.300.000
22 Jabatan Dinas Jabatan Fungsional 12 3.300.000
F‘;ﬁiif;;al Kesehatan/UPT Ahli Utama
D Intalasi Jabatan Fungsional 11 3.250.000
Farmasi/UPTD Ahli Madya
Labkesmas Jabatan Fungsional 9 2.750.000
Ahli Muda
Jabatan Fungsional 8 2.500.000
Ahli
Pertama/Penyelia
Jabatan Fungsional 7 2.250.000
Mahir/Pelaksana
Lanjutan
Jabatan Fungsional §) 2.000.000
Terampil (Pelaksana)
/ Pemula
23 Jabatan Kecamatan Camat 12 25.000.000
Struktural Sekcam 10 5.000.000
Kasi 9 3.000.000
Kasubag 9 2.750.000
24 Jabatan Kecamatan Jabatan Fungsional 11 3.250.000
Fungsional Ahli Madya




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 S 6
Jabatan Fungsional 9 2.750.000
Ahli Muda
Jabatan Fungsional 8 2.500.000
Ahli
Pertama /Penyelia
25 Jabatan Kecamatan Jabatan Pelaksana 7 2.500.000
Pelaksana (Bendahara/Penyusu
n/Pengurus Barang
Pengguna)
Jabatan Pelaksana 7 2.250.000
Jabatan Pelaksana §) 2.000.000
Jabatan Pelaksana S 1.800.000
Jabatan Pelaksana 4 1.800.000
Jabatan Pelaksana 3 1.300.000
Jabatan Pelaksana 2 1.300.000
Jabatan Pelaksana 1 1.300.000
26 Jabatan Kelurahan Lurah 10 3.000.000
Struktural Sekretaris 8 2.500.000
Lurah/Kasi
27 Jabatan Kelurahan Jabatan Pelaksana 7 2.250.000
Pelaksana Verifikator/Bendahar §) 2.250.000
a Pengeluaran
Pembantu, Pengurus
Barang
Pembantu/Pengelola
BMD
Jabatan Pelaksana 6 2.000.000
Jabatan Pelaksana S 1.800.000
Jabatan Pelaksana 4 1.800.000
Jabatan Pelaksana 3 1.300.000
Jabatan Pelaksana 2 1.300.000
28 Jabatan Jabatan Pelaksana 1 1.200.000
Fungsional "gejeolah /SPNF Kepala TK Negeri, - 1.200.000
SDN, SMPN/Kepala
SPNF
Negeri/Pengawas
Sekolah Fungsional/Non 7 s.d. 500.000
Fungsional 12
29 Jabatan Sekolah Verifikator/Bendahar §) 2.250.000
Pelaksana

a Pengeluaran
Pembantu, Pengurus

Barang




TPP BEBAN

NO. JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KERJA
1 2 3 4 S 6
Pembantu/Pengelola
BMD
Jabatan Pelaksana §) 2.000.000
Jabatan Pelaksana S 1.800.000
Jabatan Pelaksana 4 1.800.000
Jabatan Pelaksana 3 1.300.000
Jabatan Pelaksana 2 1.300.000
Jabatan Pelaksana 1 1.300.000
30 Jabatan RSUD Dokter 14 5.000.000
F‘?ﬁiii:sr)lal Sanjiwani/RSU Utama/Spesialis
Payangan/UPTD Dokter Madya 12 2.000.000
Puskesmas Dokter Muda 10 1.800.000
Dokter Pertama 9 1.800.000
JFT Madya 11 2.000.000
JFT Muda 9 1.800.000
JFT Pertama/Penyelia 8 1.800.000
JFT S5sd. 7 1.300.000

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR

SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA

TPP
NO JABATAN | UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KONDISI
KERJA
1 2 3 4 5 6
1 Jabatan Inspektorat Inspektur 14 6.500.000
Struktural | Kabupaten
Gianyar
Inspektorat Sekretaris 12 4.439.973
Kabupaten
Gianyar
Inspektur Pembantu 11 3.939.973
Inspektorat Kasubag Umum 9 3.524.408
Kabupaten Kepegawaian
Gianyar
2 Jabatan Inspektorat Auditor /PPUPD 12 2.576.431
Fungsional | Kabupaten Madya
Gianyar
Auditor /PPUPD Muda 10 2.507.985
Jf. Auditor/PPUPD 8 2.470.570
Pertama
Jf. Auditor Penyelia 9 2.470.570
Jf. Auditor Pelaksana 7 1.480.745
Lanjutan
Jf. Auditor Pelaksana 6 1.380.745
Analis Keuangan 9 2.400.000
Pusat dan Daerah
Ahli Muda
Analis Tindak Lanjut 7 1.631.568

Hasil Pemeriksaan




TPP

NO JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KONDISI
KERJA
1 2 3 4 S 6
3 Jabatan Inspektorat Bendahara 7 1.315.014
Pelaksana | Kabupaten
Gianyar Pelaksana 7 1.185.188
Pelaksana (pengelola 6 1.179.671
BMD)
Jabatan Pelaksana 6 1.022.015
Jabatan Pelaksana S 890.268
Jabatan Pelaksana 4 890.268
Jabatan Pelaksana 3 570.000
Jabatan Pelaksana 2 570.000
Inspektorat Jabatan Pelaksana 1 570.000
Kabupaten
Gianyar
4 Jabatan Badan Kepala Badan 14 3.400.000
Struktural | Perencanaan
Pembangunan
Daerah dan Sekretaris Badan 12 2.500.000
Litbang
Kepala Bidang 11 2.000.000
Kasubag TU 9 1.300.000
S Jabatan Badan Perencana Ahli Muda 10 1.065.000
Fungsional | Perencanaan
Pembangunan | Perencana Ahli 8 1.035.000
Daerah dan Pertama
Litbang
Peneliti Ahli Muda 9 1.300.000
Analis Keuangan 9 1.050.000
Pusat dan Daerah
Ahli Muda
6 Jabatan Badan Bendahara/Penyusun 7 1.025.000
Pelaksana | Perencanaan Kebutuhan Barang
Pembangunan | Investaris
Daerah dan Pelaksana 7 975.000
Litbang =
Verifikator 6 975.000
Jabatan Pelaksana 6 950.000
Jabatan Pelaksana S 930.000
Jabatan Pelaksana 4 930.000
Jabatan Pelaksana 3 880.000
Jabatan Pelaksana 2 880.000
Jabatan Pelaksana 1 880.000
Jabatan Brida Kepala Badan 14 3.400.000
7
Struktural
Sekretaris Badan 12 2.500.000




TPP

NO JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KONDISI
KERJA
1 2 3 4 S 6
Kepala Bidang 11 2.000.000
Kasubag TU 9 1.300.000
Jabatan Brida Perencana Ahli Muda 10 1.065.000
Fungsional
8 Perencana Ahli 8 1.035.000
Pertama
Peneliti Ahli Muda 9 1.300.000
Analis Keuangan 9 1.050.000
Pusat dan Daerah
Ahli Muda
Jabatan Brida Bendahara/Penyusun 7 1.025.000
9 Pelaksana Kebutuhan Barang
Investaris
Pelaksana 7 975.000
Verifikator 6 975.000
Jabatan Pelaksana 6 950.000
Jabatan Pelaksana S 930.000
Jabatan Pelaksana 4 930.000
Jabatan Pelaksana 3 880.000
Jabatan Pelaksana 2 880.000
Jabatan Pelaksana 1 880.000
10 Jabatan Dinas Kepala Dinas 14 5.000.000
Struktural | Penanaman
Modal dan
Pelayanan Sekretaris Dinas 12 2.500.000
Terpadu Satu
Pintu Kasubag TU 9 1.500.000
11 Jabatan Dinas Jabatan Fungsional 11 3.750.000
Fungsional | Penanaman (Ex. Es. III)
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Dinas Perencana Ahli Muda; 10 1.500.000
Penanaman Analis Kebijakan Ahli
Modal dan Muda
Pelayanan Analis Keuangan 9 1.250.000

Terpadu Satu
Pintu

Pusat dan Daerah
Ahli Muda




TPP

NO JABATAN UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KONDISI
KERJA
1 2 3 4 5 6
12 Jabatan Dinas Bendahara/Pelaksana 7 1.100.000
Pelaksana Penanaman
Modal dan Verifikator/Pelaksana 6 1.100.000
Pelayanan
Terpadu Satu | pelaksana 5 1.100.000
Pintu
Pelaksana 4 850.000
Pelaksana 3 850.000
Pelaksana 2 850.000
Pelaksana 1 850.000
13 Jabatan Bagian Kabag 12 5.000.000
Struktural | Pengadaan
Barang/Jasa
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar
14 Jabatan Bagian JFT Madya 12 3.500.000
Fungsional | Pengadaan
Barang/Jasa . - .
Sekretariat Analis Kebijakan Ahli 10 3.850.000
Daerah Muda
Kabupaten
Gianyar JFT Muda 10 3.500.000
JFT Pertama 3.500.000
15 Jabatan Bagian Pelaksana sebagai 3.500.000
Pelaksana Pengadaan Pokja Pemilihan
Barang/Jasa
Sekretariat Sebagai Pokja 6 3.250.000
Daerah =
Pemilihan
Kabupaten
Gianyar
Bagian Pelaksana 7 1.000.000
Pengadaan
Barang/Jasa
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gianyar
Pelaksana 6 1.000.000
Jabatan Pelaksana S 1.000.000
Jabatan Pelaksana 4 1.000.000




TPP

NO JABATAN | UNIT KERJA JENIS JABATAN KELAS KONDISI
KERJA
1 2 3 4 S 6
Jabatan Pelaksana 3 1.000.000
Jabatan Pelaksana 2 1.000.000
Jabatan Pelaksana 1 1.000.000
16 Jabatan Polisi Pamong Kasat. Pol PP 14 1.000.000
Struktural | Praja
Sekretaris Sat. Pol.PP 12 800.000
Kepala Bidang 11 600.000
Kasubag/Kepala 9 500.000
Seksi
17 Polisi Pamong | JF Ahli Muda 9 500.000
Jabatan .
£ . 1 Praja
ungsiona
Polisi Pamong Jabatan Pelaksana 4 400.000
Jabatan Praja
18 Pelaksana
Jabatan Pelaksana 3 300.000
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